
BERITA

NOMOR 75

DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2O1O

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 6TTAHUN 2O1O

TENiANG

ORGAIIISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA

iaN,c,T,IA,I.I PANGAN DAI\ HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Menimbang

Mengingat

BUPATI CIANJUR,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun

ZO1O tentan-g Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas

Pertanian i*u.* Pangan dan Hortikultura, perlu menetapkan

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Budidaya Tanaman

Pangan dan Hortikultura dengan Peraturan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerahldaerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

(Berita Negara tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

unaattg N-omor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

purwalarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten-O"iu- 
fitgtt"gan Propinsi bjawa Barat (Lembaran Negara Republik

indonesia 
'Tuft* 

1SOS Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun '1974 tentang Pokok-pokok- f"f"gi*ui* (iembaran Negara Republik l1{9ne-sia Tahun 1974

No'.o'. SS, Tambahan Lembaian Negara Republik Indonesia Nomor

ib+fj t"Uugui.ana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43

Tahun 1999'tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun

iSia t*t"ng Pokoi-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia iahun 1999 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah- 
llembiran Nelara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125'

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

,"tu!ui-*u telah beberapakali diubah -t"ykhii dengan Undang-

UttJiog No.ot 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

nfu; Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembiran Negara Republik lndonesia Tahu-n, 2008 Nomor 59'

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Antara

Pemeri-ntahPusatdanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004Nomor
iZS, fu-Uun- fembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

PemerintahanAntaraPemerintah,PemerintahanDaerahPropinsi'danP-emerinlahan
DaerahKabupaterr/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200TNomor
gZ, fu-tuhun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6.PeraturanPemerintahNomor4lTahun200TtentangPedomanorganisasi?erarrgkat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89' Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4'7 41);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tata Cara
' p;;;;- peraturan Daerah dan ienerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah

r"urp"t" cianjur Tahun 2001 Nomor 43 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama

Atas Peraturan Daerah Nomor oi tahun 2001 tentang (Lembaran Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2006 Nomor 02 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan

PemerintahanDaerah(LembaranDaerahKabupatenCianjurTahun2008Nomor03Seri
D);

l0,PeraturanDaerahKabupatenCianjurNomor0TTahun2008tentangorganisasi
Pemerintahan Daerah dan Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Cianjur llembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D)

t"Uu'gui."l"" telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang

perubahan Atas peraturan DLah Nomor 02 Tahun 2008 tentang organisasi

Pemerintahan Daerah dan Pembentukan organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Ci*j* p..t*an Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);

ll.PeraturanBupatiCianjurnomor06Tahun200gtentangTugasFrrnes]$nTataf(eria
i_,.ii oigmJ"ri di Lingkungan Dinas petemakan, perikanan dan Kelauran (Berita

Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2009);

12,PeraturanBupatiCianjurNomor66Tahun2010tentangPembentukanUrrit.Pelaksana
irt i, Oi."r pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Berita Daerah

Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KEzuA BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA TANAMAN

PANCAN DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA.

Menetapkan

BAB I
KETENTUAI\UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

I . Daerah arialah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur'

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur'

3. Seketaris Daerah adalah Seketaris Daerah Kabupaten Cianjur'



4.

5.

6.

7.

Dinas adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur'

KepalaDinasadalahKepalaDinasPertaniarrTanamanPangandanHortikulturaKabupaten
Cianjur.

BalaiPengembanganBudidayaTanamanPangandanHortikultuaselanjutnyadisebutBalai

"Aa*, 
Urit pelalisana Teknis Dinas (UPTD| pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura KabuPaten Cianjur.

KepalaBalaiselanjutnyadisebutKepalaadalahKepalaBalaiPengembanganBudidaya
i;;r"- p*g." dan Fiortikultura pada Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Cianjur.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi

;;;r;;;;; dan hak secara penuh oleh pejabat vang berwenang untuk

mJlaksanakan kegiatan yang sesuai iengan profesinya dalam rangka mendukung

kelancaran tugas dan fungsi Balai.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Balai aclalah unsur pelaksana teknis operasional dinas di bidang pengembangan

tuaiouyu,perlindrrngantanamanpangandanhortikulturasesuaidenganketentuan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(2) Balai sebagaimana dimaksud ayat (l), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas'

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang\^'/ 
p*gr,nt*g* iudida:ya, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan

LetJntuan darVatau peraturan perundang-undangan yang berlaku'

(2)Dalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudayat(l),balaimenyelenggarakan
firngsi :

a.pengkoordinasianpenyiapanbahanpenyusunanrencanakegiatanbalaisesuaidengan
Program dan kegiatan dinas;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan program dan kegiatan dinas di bidang- 
p.nl.t"t*gan budidaya, p.tiind*gun tanaman pangan dan- hortikultura sesuai

i.nE* t"t.-nt"* dan/aiau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.penyiapanbahankoordinasiperumusankebijakanteknisoperasionaldibidang- 
i.nl.-U*gan budidaya, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

d. pelaksanaan teknis operasional pengembangan budidaya' perlindungan tanaman

pangan dan hortikultura;

e. pelaksanaan pelayanan umuni dibidang pengembangan budidaya' perlindungan

tanaman Pangan dan hortikultura;

f. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan' kepegawaian' arsip dan tetatausahaan

sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan

dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan balai sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Balai, adalah sebagai berikut :

a. unsur pimpinan adalah Kepala;
b. unsur pembantu pimpinan Sub Bagian Tata Usaha;

c. unsur petaksana adalah Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(l) Susunan organisasi Balai, terdiri dari :

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Budidaya Tanaman Pangan;

d. Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Balai sebigaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan pengembangan

budidaya, perlindungan tanaman pangan dan hortikultura serta memimpin,
mengkoordinasikan seluruh kegiatan balai sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI UNIT ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi

umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan rencana

kegiatan serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan balai sesuai dengan

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku'



Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7' sub bagian tata usaha

menyelenggarakan fungsi :

a. pengkoordinasian penlusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan sub bagian tata usaha

iesuai dengan rencana kegiatan balai;

b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, perlengkapan umum' rumah tangga dan

hubungan masYarakat:

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pengkoordinasian dan penyusunan bahan pe-mbinaan pegawai;

e. pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;

f'pcngkoordinasiandanpen}'usunaner,aluasidanlaporanpelaksanaanprogramdankegiatan
balai;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala;

h. pelaksanaan evaluasi dan laporan hasil kegiatan sub bagian tata usaha kepada kepala.

Bagian Kedua

Seksi Budidaya Tanaman Pangan

Pasal 9

Seksi Budidaya Tanaman Pangan. mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional

;;;;".b*g; budidaya dan perlindungan tanaman pangan sesuai dengan ketentuan dan/atau

perituran perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 10

DalammelaksanakantugassebagaimanadimaksudPasal9,seksibudidayatanamanpangan
rnenyelenggarakan firngsi :

a.penyusunandanpelaksanaanrencanakegiatanseksibudidayatanamanpangansesuai
dengan rencana kegiatan balai;

b.penyiapanbahankoordinasiperumusankebijakanteknisdinasdibidangpengembangan
budidaya dan perlindungan tanaman pangan;

c. pelaksanaan teknis operasional pengembangan budidaya dan perlindungan tanaman

pangan;

d. pelaksanaan teknis operasional pengembangan budidaya dan perlindungan tanaman

pangani

e. pelaksanaan pelayanan umum dibidang pengembangan budidaya dan perlindungan

tanaman Pangan;

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan ketentuan dan'/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.pen)usunanevaluasidanlaporanpelaksanaankegiatanseksipembenihankepadakepala.

Bagian Ketiga

Seksi Budidaya Tanaman Hortikultura

Pasal 11

SeksiBudidayaTanamanHortikultur4mempunyaitugasmelaksanakanteknisoperasional
;.rg;ft; budidaya dan perlindungan,Tln; hortikultura sesuai dengan ketentuan dan/

^taJoeraturan 
perundang-undangan yang berlaku'



Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, seksi budidaya tanaman

hortikultura menl'elen ggarakan fungsi :

a. penrrsunan dan pelaksanaan rencana kegiatan seksi budidaya tanaman hortikultura sesuai

dengan rencana kegiatan balai;

b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dinas di bidang pengembangan

budidaya dan perlindungan tanaman hortikultura;

c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis operasional dinas dibidang

pengembangan budidaya dan perlindungan tanaman hortikultura;

cl. pelaksanaan teknis operasional pengembangan budidaya dan perlindungan tanaman

hortikultura;

e. pelaksanaan pelaYanan umum
tanaman hortikultura;

dibidang pengembangan budidaya dan perlindungan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. penlusunan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengujian kualitas benih

kepada kepala.

Bagian KeemPat

KelomPok Jabatan Fungsional

Pasal 13

Pada balai dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan

perundang undangan Yang berlaku.

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 13, mempunyai tugas

merur*- kegiatan sesuai dengan ienis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Pasal 15

(1)Kelompokjabatanfirngsionalteldiriagri-sejyrnt.atrjabatan|ungsionalyangterbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya'

(2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (l), dikoordinasikan

oleh seorang tenaga l'ungsional yang ditunjuk oleh kepala'

(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan

keburuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional akan diatur kemudian sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BABVI

TATAKERJA

Bagian Kesatu

' Umum

Pasal 16

(1)Dalammelaksanakantugasnyakepala,kepalasubbagiantatausaha-dankepalaseksi
waiib meneraokan prinsii koordinaii, integiasi dan sinkronisasi dalam lingkup balai'



Q) Kepala sub Bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab

kepada kePala.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan balai wajib mengawasi pelaksanaan tugas

bawahannya masing-maiing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-

fu"gtuf, V*g dipirlukan 
- 

sesuui d"ng* ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan Yang berlaku.

(4) setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan. balai bertanggungiawab memimpin dan

-e.rgkoo.dinurikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan

petunjuk bagi Pelaksanaan tugas.

(5) setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan balai wajib mengikuti dan mematuhi

petunjul sesuai dengan uiri d- misi dinas serta menjabarkarurya dalam program dan

i."gl;tun opersional iesuai tugas dan fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya

.iing__uring dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala

maupun sewaktu-waktu.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan masing-masing

*ajit, ulotatr dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta

mernberikan petunjuk dan/atau arahan kepada bawahan'

(7) Kepala menyampaikan laporan kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(8) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud ayat (7), tembusan laporannya

a"p"t ait"-p"iian kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 17

(1) Kepala sub bagian tata usaha mewakili kepala dalam batas-batas kewenangan yang

dilimpahkan apabila kepala berhalangan melaksanakan tugasnya'

(2) Dalam hal kepala sub bagian tata usaha berhalangan melaksanakan 
. 
tugas 

. 
kepala

."buguirunu dimaksud uyui(l). kepala dapat menunjuk salah satu kepala seksi untuk

melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan'

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

(1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala serta pala pemangku jabatan lairurya dalam

iinglrni* balai dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku

(2)Kepalamelaksanaanpembinaankepegawaiansesuaidenganketentuandan,/atau
perituran perundang-undangan yang berlaku'

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan dan/atau

peraturan perundang-undangan yang berlaku'

BABVIII

KETENTUAN PENLTTUP

Pasal 19

(l)DenganberlakunyaPeraturanBupatiini,makasegalaketentuandan,/atauperaturanyang



(2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
ditetapkan kcmudian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Deseember 2010

DAERAH,

198s03 1086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANruR TAHTIN 2O1O NOMOR 75-

Diundangkan di Cianjur
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